
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5)
dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe bersama Walikota Lhokseumawe telah
menyempurnakan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1853 Tahun 2019
tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Lhokseumawe merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
mendapat persetujuan bersama Pemerintah Kota
Lhokseumawe dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4109);w
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495):

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ÿ9);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonsesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

>ÿÿembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

-3-



21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
56,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279)

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dlaam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

lanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe;

31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut:

(1) Pendapatan Daerah Rp. 921.872.347.282,00

(2) Belanja Daerah Rp. 932.428.473.462,00

Surplus/(Defisit) Rp. (10.556.126.180,00)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 12.056.126.180,00

b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Rp. 10.556.126.180,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 67.223.805.350,00

b. Dana Perimbangan Rp. 617.243.482.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 237.405.059.932,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 31.880.000.000,00

b. Retribusi Daerah Rp. 4.710.823.350,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan Rp, 5.200.000.000,00

d. Zakat dan Infaq Rp. 8.800.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah Rp. 16.632.982.000,00
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Pendapatan:

a. Transfer Umum Rp. 507.857.153.000,00

b. Transfer Khusus Rp. 109.386.329.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp. 30.079.920.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Rp. 29.117.787.473,00

Pemerintahan Daerah Lainnya

c. Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus Rp. 178.207.352.459,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 453.595.514.549,80

b. Belanja Langsung Rp. 478.832.958.912,20

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp. 305.501.682.830,90

b. Belanja Hibah Rp. 15.866.498.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10.489.512.500,00

d. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota Rp. 6.381.491.785,10

Dan Pemerintahan Desa

e. Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prov/ Rp. 114.256.329.433,80

Kab/ Kota Dan Pemerintahan Desa

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp. 62.621.499.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 207.544.365.907,20

c. Belanja Modal Rp. 208.667.094.005,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Rp. 12.056.126.180,00

b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Pembiayaan:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 12.056.126.180,00

b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00

vÿÿPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
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f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
g. Penerimaan dari Investasi Non Permanen Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis
Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.
b. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Rp.
c. Pembayaran Pokok Utang Rp.
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp.

0,00

1.500.000.000,00
0,00
0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

Ringkasan APBK;
Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
sebagai landasan operasional pelaksanaan.

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI

12.Lampiran XII
13.Lampiran

sebaga
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Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Diundangkan di Lhokseumawe
, pada tanggal so pesember 2019 M

\ 3 Jumcidkl Awal 1441 H
SEKRETARIS DAERAH

CÿXÿKOTA LHOKSEUMAWE,

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3O P&ember 2019 M

. 3 JumcUiL au>ai 1441 H

YWALIKpTAtÿOKSEUMAWE, Jÿ
r

UAIDI YAHYA

T.ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (4//2019)
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